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Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster:
Prioritaskan Kelompok Rentan dan
Kesetaraan Vaksin Untuk Semua

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan

09 Januari 2022 - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak
pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk
masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok
masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi
Covid-19. Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema
berbayar.

Hingga Kamis (6/1/2022), cakupan vaksinasi dosis kedua di Indonesia masih relatif rendah,
yakni 55,58%. Vaksinasi lansia dosis penuh (kedua) juga baru mencapai 42,86%. Artinya,
masih ada sekitar 6,9 juta lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. Jumlah ini
belum termasuk kelompok rentan, seperti warga dengan penyakit penyerta, ibu hamil,
masyarakat adat, difabel, dan lainnya. Pemerintah pusat belum menyediakan data cakupan
vaksinasi kelompok masyarakat rentan.

Padahal, mereka merupakan kelompok yang memiliki risiko terinfeksi tinggi. Situasi ini
memperlihatkan ketimpangan vaksinasi di Indonesia masih relatif tinggi. Kondisi ini berpotensi
membuat masyarakat rentan terpapar Covid-19. Oleh karena itu, rencana pemberian vaksin
booster bukan langkah bijak. Rencana ini justru akan menempatkan mereka yang belum
mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan terinfeksi dan meningkatkan risiko kematian,
ucap Firdaus Ferdiansyah, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan.

Rencana pemerintah menyalurkan vaksin booster juga memicu ketimpangan capaian vaksinasi
di daerah. Vaksin booster, misalnya, hanya diberikan kepada kabupaten/kota yang sudah
mencapai vaksinasi dosis pertama sebanyak 70% dan 60% dosis kedua. Per 7 Januari 2022,
hanya terdapat 244 kabupaten/kota yang mencapai syarat tersebut. Artinya, masih ada 290
kabupaten/kota yang cakupan vaksinasi dosis penuh kurang dari 60%.

Kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi dan penerimaan vaksin kepada
masyarakat masih terjadi. Padahal, transmisi lokal Omicron sudah berlangsung, ungkap Firdaus



yang juga relawan LaporCovid-19. Apabila booster diberikan kepada 244 kabupaten/kota saja,
maka dapat menyebabkan ketidakadilan akses vaksin. Sebab mereka terproteksi lebih dahulu
dibandingkan warga di 290 kabupaten/kota lainnya.

No one is safe until everyone is safe

Mengingat pandemi adalah krisis kesehatan global, maka perlindungan menyeluruh bagi
seluruh warga sangat menentukan keselamatan bersama, demikian pula di Indonesia. Jika
mereka yang telah divaksin mendapatkan kesempatan untuk booster sementara masih banyak
warga belum divaksin sama sekali, penularan Covid-19 masih sangat mengancam. Pemerintah
harus memastikan semua orang mendapatkan perlindungan melalui vaksinasi dosis 1 dan 2,
sebelum booster diberikan. Ingat, no one is safe until everyone is safe, ucapnya.

Rencana pemerintah memberikan vaksin booster berbayar bagi mereka yang bukan peserta
Penerima Bantuan Iluran (PBI) juga akan menghambat capaian vaksinasi dan tujuan
peningkatan kekebalan penduduk. Padahal, konstitusi, UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit
Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan, telah memandatkan pemerintah untuk memberikan
akses terhadap layanan kesehatan, termasuk vaksinasi yang setara.

Skema vaksin berbayar hanya menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan membeli
vaksin sedangkan masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan vaksin, kata Agus Sarwono
dari Transparency International Indonesia yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil
untuk Akses Keadilan Kesehatan.

Oleh karena itu, dua puluh sembilan organisasi yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat
Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Badan
Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Surat itu untuk meminta WHO
memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia agar segera menunda rencana pemberian
vaksin booster pada 12 Januari 2022 sebelum vaksinasi dosis primer diberikan kepada seluruh
target sasaran vaksinasi. Koalisi juga mendesak agar vaksinasi diberikan gratis kepada semua
warga. Sebab, vaksin adalah barang publik yang tidak boleh diperjualbelikan di masa krisis.

Vaksin yang ada saat ini didapat secara gratis dari kerja sama bilateral antar negara dan kerja
sama multilateral, serta pembelian langsung yang menggunakan dana APBN. Dengan begitu,
pemerintah seharusnya tidak boleh memperjualbelikan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Bersamaan dengan surat kami kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO), Koalisi Masyarakat
Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah untuk:

1. Menunda pemberian vaksin booster hingga 70-80% dari populasi mendapatkan dosis 1
dan 2, terutama lansia dan kelompok rentan lainnya di seluruh wilayah secara
proporsional sesuai tingkat infeksi di masyarakat.

2. Memastikan perbaikan tata laksana infrastruktur pemberian vaksin dosis 1 dan 2
sehingga cakupan vaksin dosis penuh dapat tercapai tepat dan cepat.



3. Memastikan ketersediaan vaksin secara merata dan proporsional di setiap daerah agar
vaksin dapat mudah diakses oleh semua.

4. Membatalkan rencana vaksin berbayar dan memberikan vaksin booster kepada seluruh
warga secara gratis.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan terdiri dari:

Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako), Centre for Economic and
Law Studies (CELIOS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Koalisi Bersihkan
Indonesia, LBH Masyarakat, Covid Survivor Indonesia (CSIl), SERBUK Indonesia, Hakasasi.id,
Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Global Justice (IGJ), Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI), Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM Indonesia), Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), islambergerak.com, Kurawal Foundation, Lokataru
Foundation, Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar, Nalar.tv, Perhimpunan Pendidikan
Demokrasi(P2D), Yayasan Perlindungan Insani Indonesia(YPII), LaporCovid-19, RUJAK Centre
for Urban Studies, Salam Institute, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN), Forum Bantuan Hukum Untuk
Kesetaraan Indonesia (FBUHK), LBH Jakarta, Trade Union Rights Centre (TURC),
Transparency International Indonesia.
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